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ABSTRAK

Penelitian Ini Berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Akibat
Perceraian Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017
Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan
Hukum”. Mahkamah Agung dalam hal ini merespon kebutuhan pemenuhan hak-
" hak perempuan selama menjalani proses persidangan, perlindungan hak selama
persidangan Sebagai pihak yang berperkara dan pemenuhan hak-hak perempuan
setelah proses perceraian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan
menganalisis mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan khususnya pada
perkara perceraian dan untuk mengetahui upaya hukum apa yang bisa diambil agar
mantan suami memenvhi hak nafkah dari mantan istri,Permasalahan dalam

penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan akibat

perceraian menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang
Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, serta upaya
hukum jika suami tidak mau memberikan nafkah akibat putusan cerai menurut
Peraturan Mahkamah Agung Nomer 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili

Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Metode yang digunakan dalam -

penelitian ini metode penelitian nosmatif dengan mengunakan pendekatan undang-
undang dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelition ini adalah sesuai dengan
pedoman Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tersebut , Maka
nafkah yang harus dibayarken oleh susmii kepads mamtan istrinya dibayarkan
sebelum putusan perceraian dijatukken oleh hakim.

Kata Kunci : Perceraian, Perlindurngan Hukawm, Upaya Hukum
Pe-blmgn; Utama: Pembimbing Pembantu
{
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengertian Perkawinan terdapat dalam pasal 1 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat UUP atau
UU Perkawinan) merupakan “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan
seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
Mahaesa” Perkawinan yang sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-
masing agama dan Kkepercayaan itu, lalu dicatat menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku (pasal 1 ayat (2),(3) ), Undang-Undang
ini tidak hanya mengatur masalah hubungan perdata saja, tetapi peraturan
ini menjadi dasar hukum yang sangat erat kaitannya dengan hak-hak dasar
seorang anak manusia, atau lebih kepada perikehidupan masyarakat
sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.1 Hak
yang melekat pada konstitusi berkaitan pada ketentuan pada pasal 5 ayat (1),
pasal 20 ayat (1) dan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak
dasar untuk membentuk suatu ikatan perkawinan.?

Disamping definisi yang diberikan UU No. 1 Tahun 1974 tersebut
diatas, dijelaskan pula pada Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat
KHI) pasal 2 yaitu “Perkawinan menurut hukun Islam adalah pernikahan,
yaitu akad yang sangat kuat atau mitssagan ghalidzan untuk mentaati
perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.” Hal ini
menjelaskan bahwa perkawinan bagi umat islam merupakan peristiwa
agama dan oleh karena itu orang yang melaksanakannya telah melakukan
perbuatan ibadah. Disamping perkawinan sebagai perbuatan ibadah,
perempuan yang sudah menjadi seorang istri merupakan amanah dari Allah

swt yang harus dijaga dan diperlakukan dengan baik. Dan ia diambil melalui

! Soetojo Prawirohamidjojo, Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di
Indonesia, Airlangga University Press, Surabaya, 2004, him. 48.
2 Azhar Basir, Hukum Perkawinan, Gama UPI, Yogyakarta, 1999, him. 31.



prosesi keagamaan dalam akad nikah. Perkawinan dalam islam juga
merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. 3

Mohd. Idris Ramulyo membenarkan bahwa pandangan dari segi
hukum perkawinan itu merupakan suatu perjanjian, sebagaimana yang
ditegaskan dalam Al-Quran surah an-nisa ayat 21, yang esensinya
perkawinan adalah “perjanjian yang sangat kuat”. Selain itu, sebagai alasan
untuk menyatakan bahwa perkawinan itu merupakan suatu perjanjian ialah
karena adanya: pertama, cara mengadakan ikatan perkawinan telah diatur
terlebih dahulu, yaitu dengan akad nikah dan rukun atau syarat tertentu; dan
kedua, cara menguraikan atau memutuskan ikatan perkawinan juga telah
diatur sebelumnya yaitu dengan prosedur talak, kemungkinan fasakh,
syigag, dan sebaginya.*

Tujuan suatu perkawinan terdapat pada UUP pasal 1 vyaitu
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan
ketuhanan yang Maha Esa. Secara pengertian, Pada konteks tujuan
perkawinan, akan diulas lebih kepada tujuan perkawinan sebagaimana
ajaran Islam. Merujuk pada Kompilasi Hukum Islam, tujuan perkawinan
dirumuskan pada pasal 3 KHI yaitu mempunyai tujuan untuk mewujudkan
kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahma.

Mengenai urusan perkawinan Allah SWT memerintahkan hambanya
tentu dengan tujuan yang dalam hal ini dipahami sebagai tujuan perkawinan,
Adapun tujuan dari sebuah perkawinan dapat diulas dari beberapa gambaran
ayat Suci Al-Qur’an seperti: pertama, untuk membentuk kelurga sakinah
dan keturunan.® Melanjutkan keturunan merupakan tujuan umut manusia
untuk dapat menjaga generasi berikutnya; kedua, untuk menjaga diri dari
perbuatan maksiat. Banyaknya perbuatan tercela yang dapat

menjerumuskan manusia dijaman ini dan perbuatan itu adalah perbuatan

8 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Prenadamedia Group, Jakarta,
2014, him.41.

4 Mohd. Idris Ramulyo, Hukum perkawinan Islam: Suatu Analisis Undang-Undang No. 1
Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2004, him. 16.

5 Khoiruddin Nasution, Hukum Perdata dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia
Muslim, cetakan ke-1, Yogyakarta, Juli 2009, him. 223.



yang cenderung mendekati zina; ketiga, untuk mencitakan rasa sayang.
Bahwa tujuan perkawinan membentuk suatu keluarga tentunya keluarga
yang sakinah, mawaddah dan rahma. Bahagia, sejahtera, damai jasmani dan
rohani adalah dambaan bagi semua keluarga dalam sebuah perkawinan.
Tidak hanya bagi mereka pasangan yang kawin, tetapi kebahagiaan juga
turut dirasakan bagi sanak saudara, teman, sahabat, orang tua yang itu
semua menurut istilah Muhammad SAW disampaikan dengan Dbaitii
Jannati.®

Sedikit diperhatikan rumusan mengenai tujuan perkawinan sedikit
berbeda antara Undang-Undang Perkawinan dan KHI, tetapi perbedaan itu
hanya pada keinginan dari perumus supaya dapat memasukkan unsur-unsur
mengenai tujuan perkawinan. Artinya perbedaan itu bukan untuk
memperlihatkan sebuah pertentangan didalam tujuan perkawinan,
melainkan lebih memasukkan unsur-unsur yang sebanyak-banyaknya
dalam tujuan perkawinan.” Dari kedua rumusan mengenai tujuan
perkawinan dalam kenyataannya hal tersebut sulit untuk diwujudkan,
bahkan banyaknya rumah tangga yang tidak bahagia. Keadaan perkawinan
yang tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan dan justru membawa
dampak buruk bagi keluarga tersebut akhirnya hubungan tersebut lebih baik
diselesikan daripada terus dilanjutkan.

Menurut Abdul Ghofur Anshori, dalam berumah tangga sering kali
suami istri mengeluh dan mengadu pada orang lain ataupun keluarganya.
Akibat tidak terpenuhinya hak yang harus diperoleh atau tidak
dilaksanakannya kewajiban dari salah satu pihak, atau karena alasan lain,
yang berakibat timbulnya suatu perselisinan di antara keduanya. Tidak
mustahil bila perselisihan itu akan berakhir pada putusnya ikatan

perkawinan atau perceraian.®

& Ahmad Muhsin Kamaludiningrat, Rumahku adalah surgaku, baiti jannati, Jurnal Ulama,
Majelis Ulama Indonesia Prop D.l. Yogyakarta, Edisi Muharram 1431, Vol.Il No. 3/Desember 2009,
him. 36-40.

7M. Ridwan Indra, Hukum Perkawinan Di Indonesia, Haji Masagung, Jakarta, 1994, him.
1.

8 Abdul Ghofur Anshori, op.cit., him.233.



Istilah “perceraian” yang terdapat dalam pasal 38 UUP tentang
Perkawinan yang memuat ketentuan fakultatif bahwa: “Perkawinan dapat
putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan.” Makna
perceraian secara yuridis berarti putusnya perkawinan yang mengakibatkan
putusnya hubungan sebagai suami istri atau berarti berlaki-bini (suami istri).
® Perceraian menurut subekti adalah “Penghapusan perkawinan dengan
putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.” ¥

Menurut Abdul Kadir Muhammad, putusnya perkawinan karena
kematian disebut dengan “cerai mati”, sedangkan putusnya perkawinan
karena perceraian ada 2 istilah, yaitu: a. cerai gugat (khulu’) dan b. cerai
talak. Putusnya perkawinan karena putusan pengadilan disebut dengan
istilah “cerai batal”. 1! Kata “talak” dalam istilah figih mempunyai arti yang
umum, ialah “segala macam bentuk perceraian, baik yang dijatuhkan oleh
suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan
sendirinya atau perceraian karena meninggalnya suami istri. Selain itu, talak
juga mempunyai arti yang khusus, yaitu “perceraian yang dijatuhkan oleh
pihak suami.”*?

Cerai gugat (khulu’) dalam islam dikenal dengan ‘“talak tebus”
artinya talak yang diucapkan oleh suami dengan pembayaran dari pihak istri
kepada suami. Cerai gugat terjadi karena adanya kemauan dari pihak istri,
dengan alasan perkawinannya tidak dapat dipertahankan lagi. Cerai gugat
dapat terjadi jika ada keiginan untuk bercerai datangnya dari pihak istri,
karena ia benci kepada suaminya. 1

Perceraian adalah salah satu bentuk dari sebab putusnya perkawinan
(Pasal 38 Ayat (1) UU Perkawinan), perceraian tentunya juga melahirkan
konsekuensi misalnya mengenai harta, hak asuh (hadhanah) dan status

pernikahan. Kemudian berdasarkan pasal 39 UU Pekawinan, perceraian

¥ Muhamma Syaifuddin dkk, Hukum Percerian, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, him. 15.

10 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT. Internusa, Jakarta, 1985, him. 42.

11 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000,
him. 108.

2 |bid., him. 103-104.

13 Sulaiman Rasyid, Figh Islam, Sinar Baru, Bandung, Jilid 8, 2008, him. 410.



hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan, setelah adanya upaya
damai dari pengadilan dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
Untuk melakukan perceraian juga harus dengan cukup alasan bahwa sudah
tidak terdapat lagi kecocokan dan persamaan tujuan dalam membina rumah
tangga, yang artinya tidak dapat untk hidup rukun kembali sebagai suami
istri.

Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan, hak dan kewajiban
mantan suami/isteri menurut Pasal 41 UUP selaras dengan hukum Islam.
Menurut penjelasan Mahmud Yunus, apabila terjadi perceraian antara suami
dan isteri menurut hukum Islam, maka akibat hukumnya ialah
dibebankannya kewajiban mantan suami terhadap mantan isterinya untuk
memberi mut’ah yang pantas berupa uang atau barang dan memberi nafkah
hidup, pakaian dan tempat kediaman selama mantan isteri dalam masa iddah
serta melunasi mas kawin, perjanjian ta’lik talak dan perjanjian lain. 4

Di indonesia, Perceraian sebagai suatu realitas sosial, membawa
konsekuensi yang tak terelakkan dalam kehidupan masyarakat, Berkaitan
dengan urusan perceraian tentunya pihak laki-laki maupun perempuan
mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, Namun, seringkali
salah satu pihak mengalami ketidakadilan dan kerugian yang diakibatkan
oleh pihak lainnya. Pihak yang seringkali dirugikan akibat dari perceraian
ialah perempuan. Perempuan dalam konteks ini, seringkali menjadi
kelompok yang lebih rentan, mengalami dampak psikologis, ekonomis, dan
sosial yang signifikan setelah melewati proses perceraian.’® Keberlanjutan
kesejahteraan perempuan pasca perceraian memunculkan berbagai
permasalahan hukum dan ketidaksetaraan hak yang mengharuskan adanya
upaya nyata dalam memberikan perlindungan hukum yang lebih khusus dan

terfokus.

14 Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan dalam Islam, Pustaka Mahmudiah, Jakarta, 2008,
him. 125.

15 pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, Booklet Perma
(mappifhui.org), diakses pada 27 Februari 2024 Pukul 15.20 WIB.



Pentingnya memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi
perempuan pasca perceraian menimbulkan reaksi Mahkamah Agung
sebagai suatu respon terhadap berbagai permasalahan dan kompleksitas
hukum yang dihadapi perempuan pasca perceraian, oleh sebab itu
Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3
Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berdapan
dengan Hukum (selanjutnya disingkat PERMA No 3 Tahun 2017). Hal ini
juga diatur dalam pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang mengatur bahwa
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian
hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Dengan
asumsi demikian maka segala tindakan diskriminasi terutama pada
Perempuan sangatla dilarang.

Setelah disahkan beberapa peraturan hukum untuk menghindari
tindakan diskriminasi terhadap Perempuan, Namun pada peraktiknya hal-
hal tersebut masih sering terjadi khususnya pada saat proses pemeriksaan di
pengadilan, karena hal-hal demikian lahirla suatu peraturan yaitu PERMA
Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara Perempuan
berhadapan dengan hukum, Hal tersebut merupakan sebuah terobosan baru.
Meskipun pedoman ini telah dikeluarkan, masih perlu dilakukan kajian
yang lebih mendalam untuk mengevaluasi sejauh mana implementasi dan
efektivitasnya dalam memberikan perlindungan konkret bagi perempuan
pasca perceraian.

Pada perkara perdata ditemukan perbedaan kondisi penegakan
hukum pasca lahirnya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman
Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Dalam hal ini
mengenai perkara cerai talak dan cerai gugat pada peradilan agama.
Sebelum adanya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili
Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, pada cerai talak tidak ada
amar yang memerintahkan kepada Pemohon untuk melaksanakan putusan
yakni membayar beban sebelum ikrar talak diucapkan. Dalam pertimbangan

hukum hakim terdapat adanya perintah pembayaran nafkah iddah dan



mut’‘ah yang dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak akan tetapi kurang
maksimal. Setelah adanya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman
Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, bekas suami
boleh membayar iddah dan muz’ak sebelum atau sesudah pengucapan ikrar
talak. Pada praktiknya, bekas suami diperintahkan untuk membayar iddah
dan muz’ah sebelum pengucapan ikrar talak putusan. Tentunya hal ini suatu
terobosan yang sangat menarik untuk dikaji. Sebab belum diketemukan
dalam kaidah hukum Islam dan hukum positif bahwa bekas suami
diwajibkan membayar iddah dan mut’ak sebelum pengucapan ikrar talak.
Untuk membatasi pembahasan dalam penulisan skripsi ini dan
berkaitan dengan latar belakang yang sudah dikemukakan diatas, penulis
tertarik untuk membahas dan mengkaji lebih dalam mengenai perlindungan
hukum terhadap perempuan akibat perceraian secara ilmiah dalam bentuk
skripsi yang berjudul: “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan
Akibat Perceraian Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor
3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan

Berhadapan Dengan Hukum”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan Permasalahan diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai
berikut;

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Perempuan akibat
Perceraian menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun
2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan
Dengan Hukum?

2. Bagaimana upaya hukum jika suami tidak mau memberikan nafkah
akibat putusan cerai menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3
Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan

Berhadapan Dengan Hukum?



C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang perlindungan hukum
terhadap Perempuan menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor
3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan
Berhadapan Dengan Hukum.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum apa yang diambil
jika suami tidak mau memberikan nafkah pasca putusan cerai
menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang
Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan

Hukum.

D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini adalah wujud dari keingintahuan penulis yang lebih
besar mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan akibat
perceraian, Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai
berikut:
1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai

berikut:

a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan
referensi dan peningkatan akademisi dibidang ilmu hukum
khususnya dibidang hukum perdata.

b. Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman
terhadap hak-hak Perempuan pasca perceraian.

2. Manfaat Praktis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan peningkatan
kesadaran hukum masyarakaat terutama kaum Perempuan pasca
perceraian.

b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan

untuk penyusun kebijakan terkait pelindungan Perempuan pasca



perceraian, yang kebijakannya lebih efektif dan responsif
terhadap kebutuan perempuan tersebut.

c. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan bagi
pengambil keputusan di Pengadilan untuk meningkatkan
kualitas putusan terkait perkara yang berhubungan dengan hak-
hak Perempuan dalam mencari keadilan. Rekomendasi yang
dihasilkan dapat menjadi dasar untuk penyempurnaan kebijakan

atau praktik hukum di tingkat pengadilan.

E. Kerangka Teori
Kerangka teori merupakan sub bahasan awal pada saat persiapan
penelitain yang keberadaannya sangat penting bagi peneliti ketika hendak
menganalisis segala permasalahan penelitian, termasuk melakukan
penelitian di bidang hukum.'® Adapun kerangka teori yang digunakan dalam

penelitian ini antara lain:

1. Teori Perlindungan Hukum

Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam bahas Inggris disebut
dengan protection. Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan
dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan
memperlindungi, Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum
merupakan upaya yang dilakukan untuk mengorganisasikan dan
mengintegrasikan semua kepentingan dalam masyarakat untuk
mencegah terjadinya benturan antar kepentingan sehingga masyarakat
dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. '’
Terdapat beberapa asas dalam perlindungan hukum di antaranya; Asas
manfaat; Asas keadilan; Asas keseimbangan; Asas keamanan dan

keselamatan konsumen.

16 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press,
2020, him. 42.
17 Satjipto Raharjo, llmu Hukum, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000, him. 53-54.
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Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan
Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan
terhadap hak- hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum
berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

Perlindungan hukum bertujuan melindungi hak-hak setiap manusia
serta sebagai perlindungan kepada masyarakat untuk dapat memperoleh
haknya yang berdasarkan oleh ketentuan undang-undang. Perlindungan
hukum yang lahir dari norma-norma hukum yang ada di masyarakat
pada hakikatnya merupakan hasil dari kesepakatan masyarakat yang
bertujuan untuk mengatur hubungan di antara individu dalam
masyarakata serta antar individu dan pemerintah yang dianggap
mewakili kepentingan masyarakat. Perlindungan hukum juga bagi
masyarakaat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan
represif.

Perlidungan hukum preventif merupakan sarana dalam memberikan
kesempatan kepada subjek hukum untuk mengajukan keberatan atau
pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk
yang definitif. Perlindungan hukum preventif ini memiliki tujuan guna
mencegah terjadinya sengketa atau permasalahan.

Sedangkan, Perlindungan hukum represif memiliki tujuan untuk
menyelesaikan sengketa atau permasalahan yang timbul. Perlindungan
hukum represif merupakan perlindungan hukum terhadap tindakan
pemerintah yang bertitik dan bersumber dari konsep tentang pengakuan
dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Mengenai konsep
tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia ini
ditujukan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban

masyarakat dan pemerintah.

18 Zennia Almaida dan Moch. Najib Imanullah, “Perlindungan Hukum Preventif dan
Represif bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Tol Nontunai”, Privat Law,
Vol. 9 No. 1, 2021, him. 222-223.
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Hubungannya dengan penelitian ini adalah penulis melakukan
tinjauan terhadap PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang pedoman
mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk
mengetahui kesesuaian PERMA tersebut dengan asas- asas dalam
perlindungan hukum yang ada.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan hal yang sudah pasti, ketetapan dan ketentuan.
Hukum secara hakiki harus adil dan pasti sebagai pedoman kelakuan
dan adil agar dapat menunjnang suatu tatanan yang bernilai tinggi.
Hanya karena sifat adil dan dilakukan dengan pasti, hukum baru dapat
menjalankan fungsinya. Maka kepastian hukum adalah pertanyaan yang
hanya dapat dijawab secara normatif, bukan secara sosiologi. *°

Menurut Utrecht, kepastian hukum memiliki dua pengertian.
Pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu
mengetahui perbuatan apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh
dilakukan. Kedua, keamanan hukum bagi individu dari kewenangan
pemerintah. Dengan adanya aturan yang bersifat umum itu dapat
diketahui bawah boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap
individu.

Kepastian hukum secara normatif adalah jika suatu peraturan yang
dibuat dan telah diundangkan secara pasti dan sah karena mengatur
secara jelas dan logis. Jelas disini memiliki arti bahwa tidak lagi
menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas bahwa tidak
berbentukan ataupun menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum
dapat merujuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten,
dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak boleh dipengaruhi oleh
keadaan yang bersifat subjektif. Hukum yang tidak pasti dan tidak adil
bukan hanya sekedar hukum yang buruk.?°

1% DominikusRato. Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum.
Laksbang Pressindo. Yogyakarta. 2010.
20 Peter Mahmud Marzuki. Pengantar IImu Hukum. Kencana. Jakarta. 2008.
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Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi.
Pertama, mengenai soal dapat ditentukannya (bepaalbaarheid) hukum
dalam hal-hal uang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan
ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumnya dalam hal yang
khusus, sebelum ia memulai perkara. Ke dua, kepastian hukum berarti
keamanan hukum Artinya, perlindungan bagi para pihak terhadap
kesewenangan hakim.

1. Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya
memang lebih berdimensi yuridis. Namun, Otto ingin
memberikanbatasan kepastian hukum yang lebih jauh. Untuk itu
ia mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan
bahwa dalam situasi tertentu: Tersedia aturan-aturan yang jelas
(jernih), konsisten dan mudah diperoleh (accessible), diterbitkan
oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara;

2. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-
aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat
kepadanya;

3. Warga secara prinsipil menyesuaikan prilaku mereka terhadap
aturan-aturan tersebut;

4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak
menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten
sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum, dan;

5. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.?

Hubungannya dengan penelitian ini adalah penulis melakukan
tinjauan terhadap PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili
perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk mengetahui

kesesuaian perma tersebut dengan asas kepastian hukum.

2 1bid, him. 85.
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3. Teori Pertimbangan Hakim

Menurut Lilik mulyadi bahwa hakekat pada pertimbangan yuridis
hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah
perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang
didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan
terhadap amar/diktum putusan hakim. 22

Teori ini dilandaskan pada filsafat yang mendasar yang
mempertimbangkan berbagai aspek yang memiliki kaita dengan pokok
perkara yang disengketakan, lalu mencari peraturan perundang-undangan
yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar
hukum dalam menjatuhkan putusan, maka pertimbangan hakim harus
berdasarkan pada tujuan yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberi
keadilan bagi para pihak yang berperkara. 23

Pertimbangan hakim merupakan aspek penting dalam mewujudkan
nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (ex aquo et bobo)
dan kepastian hukum, serta manfaat bagi para pihak yang berperkara
sehingga pertimbangan hakim harus disikapi dengan teliti, baik dan
cermat.?* Dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dijelaskan bahwa
dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab terhadap
penetapan dan putusan yang dibuatnya, serta penetapan dan putusan
tersebut harus memuat pertimbangan hukum hakim yang berdasarkan pada
alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.?®

Adanya Undang- Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman, maka kebebasan hakim menjadi semakin besar atau dapat

dikatakan hakim tidak hanya dapat menetapkab tentang hukumannya,

22 Lilik Mulyadi, Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoristis dan Praktek
Peradilan. Mandar Maju. 2007, him193.

23 H.M. Koesnoe, Kedudukan dan Tugas Hakim Menurut Undang-Undang Dasar, Ubhara
Press, Surabaya, 1998, him.20.

2 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Cet.V, Pustaka Pelajar,
Yogyakarta, 2004, him. 140.

2 pasal 53 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
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namun juga dapat menumukan hukum baru yang akhirnya ditetapkan
sebagai putusan dalam suatu perkara.

Hubungannya dengan penelitian ini adalah penulis melakukan
tinjauan terhadap PERMA No 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili
perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk mengetahui alasan
yang melatarbelakangi jika suami tidak ingin memberikan nafkah setelah

putusan cerai.

. Metode Penelitian

Metode merupakan jalan atau cara yang ilmiah untuk mengetahui
sesuatu dengan menggunakan cara-cara yang sistematis, di mana metode
tersebut menyangkut cara kerja untuk memahami objek yang menjadi
sasaran ilmu yang bersangkutan.?® Penelitian hukum merupakan suatu
usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi dengan
menggunakan metodologi yang berarti suatu penelitian dilakukan dengan
metode dan cara tertentu, sistematis yang berarti harus mengikuti langkah-
langkah tertentu, dan konsisten yakni dilakukan secara taat asas. 2’ Dengan
kata lain penelitian penelitian dapat dikatakan sebagai sarana untuk
menambah, memperkuat, dan mengembangkan ilmu pengetahuan manusia.

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis diantaranya

sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum
normatif, yang berfokus pada norma-norma hukum. Penelitian hukum
normatif dapat dilakukan dengan studi kepustakaan yang merupakan
data sekunder berupa bahan hukum baik yang bersifat khusus atau
bersifat umum. Dalam hal ini penelitian hukum normatif mengkaji

norma-norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-

2 Koentjaraningrat, Metode Penelitian Masyarakat, Gramedia, Jakarta, 2007, him.16.
27 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI- PressUnd, Jakarta, 2009, him.3.
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undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap

Perempuan Pasca Perceraian. 2

2. Metode Pendekatan
Metode pendekatan yang digunakan pada skripsi ini yaitu:
a. Pendekatan Penelitian Undang- Undang (Statue Approach)

Metode pendekatan perundang-undangan ini mengutamakan
bahan hukum yang berupa peraturan perundang- undangan
sebagai bahan utama penelitian. 2° Metode ini sebagi pendekatan
penelitian yang dilakukan dengan melakukan telaah terhadap
semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan
isu hukum yang sedang ditangani peneliti.

Ibrahim dalam bukunnya yang berjudul “Teori &
Metodologi  Penelitian  Hukum Normatif” menyebutkan
penelitian ~ normatif ~ harus  menggunakan  peraturan
perundangundangan karena obyek penelitiannya adalah
berbagai aturan hukum yang menjadi pedoman dalam sebuah

penelitian.

b. Pendekatan Penelitian Konseptual (Conceptual Approach)
Metode pendekatan ini  dilakukan dengan cara
menggabungkan  konsep-konsep  praktis yang  dapat
diimplementasikan menjadi satu sudut pandang tertentu dan
menjadi  solusi atas permasalahan yang telah terjadi.®
Pendekatan ini memberikan sudut pandang dalam menganalisis
permasalahan hukum yang dapat dilihat dari berbagai konsep

hukum yang melatarbelakanginya. Dapat pula dilihat dari nilai

28 Jonaedi Efendi, Johnny lbrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris,
Jakarta: Kencana, 2018, him. 129.

2 Ani Purwati, Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek, Surabaya: CV. Jakad Media
Publishing, 2020, him. 87.

30 Johni Ibrahim, 2007, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, cet. 111, Malang,
Bayumedia Publishing, him. 302.
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yang dikandung dalam penormaan sebuah peraturan yang

berkaitan dengan konsep yang digunakan.

3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian Hukum
a. Bahan hukum primer, meliputi segala aspek peraturan
perundang-undangan, yurisprudensi, serta konvensi yang masih
berlaku dan terkait dengan skripsi ini. Dalan skrispi ini, bahan

hukum primer yang digunakan ialah:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

2) Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan

3) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Jo Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan
Saksi dan Korban.

5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang
Kekuasaan Kehakiman.

6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017
Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan
Berhadapan Dengan Hukum.

b. Bahan Hukum Sekunder, Yaitu semua publikasi tentang hukum
yang merupakan dokumen yang tidak resmi terdiri atas buku-
buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan

komentar-komentar atas putusan hakim.3! Dalam penelitian ini

81 Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, him. 54.
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bahan hukum sekunder diperoleh melalui studi dokumen berupa
hasil penelitian, hasil karya ilmiah, jurnal, artikel dari internet,
pendapat para sarjana, website dan buku terkait dengan
permasalahn dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum pelengkap dan
penunjang dalam penelitian ini yang diperoleh dari kamus,
ensiklopedia, majalah, dan lainnya. Dalam penelitian ini bahan
hukum tersier yang digunakan antara lain seperti Kamus
Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa

Inggris.*?

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian Hukum
Dalam penelitian ini, alat pengumpulan data yang diperlukan ialah
studi kepustakaan atau dikenal dengan studi literatur. Studi literatur
adalah alat pengumpulan bahan hukum tertulis dengan mengunakan

analisis konten.3?

5. Teknik Analisis Bahan Penelitian Hukum.

Dalam penelitian ini, analisis data serta pembahasan dilakukan
secara kualitatif, komprehesif dan lengkap guna menghasilkan produk
penelitian hukum normatif yang sempurna. Analisis tersebut akan
mengarah pada proses penerapan yang sudah sesuai dengan ketentuan

hukum normatif, yang akibatnya akan mencapai tujuan yang ditentukan.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan
Teknik penarikan kesimpulan pada penelitian ini dilakukan secara

induktif dan deduktif yaitu cara berfikir yang mendasarkan pada hal-hal

32 Soerjono Soekanto, “Pengantar Penelitian Hukum” , Jakarta: Universitas Indonesia,
cetakan ke-3, 2014, him. 211.

3 Peter Mahmud Marxuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta,
2011, him. 21.
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yang bersifat umum, lalu ditarik kesimpulan yang bersifat khusus yang

sesuai dengan pokok permasalahan tersebut. 3

G. Sistematika Penulisan
Untuk mempermudah penulis dalam penyusunan skripsi, maka
sistematika penelitian ini disusun dalam empat bab sebagai berikut:

BAB | Pendahuluan, yang berisikan penjelasan tentang latar belakang,
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,
kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB Il Tinjaun Pustaka, yang merupakan tinjauan umum yang berisikan
penjelasan tentang perlindungan hukum, tinjauan umum tentang
perempuan, tinjauan umum tentang hak-hak perempuan akibat
perceraian, tinjauan umum nafkah yang didapat perempuan
akibat perceraian.

BAB Ill Pembahasan, yang menjelaskan mengenai hasil penelitian yang
merupakan hasil pembahasan terhadap rumusan masalah yaitu
yaitu perlindungan hukum terhadap perempuan menurut
PERMA Nomor 3 Tahun 2017 serta upaya hukum jika suami
tidak mau memberikan nafkah pasca putusan cerai menurut
PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili
Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

BAB IV Penutup, yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian, dan

saran atau masukan terhadap hasil penelitian yang penulis teliti.

34 Surakhmad Winarno, “Metode dan Teknik dalam bukunya, Pengantar Penlitian llmiah
Dasar Metode Teknik” Bandung : Tarsio, Edisi 7, 2001, him. 17.
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